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ABSTRAK

Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada
Menteri Luar Negeri,- Menteri Dalam ' Negeri, \dan'Menteri-Pertahanan (Menteri
Triumvirat) untuk memiliki kedudukan konstitusional sebagai pelaksana tugas
kepresidenan apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Dalam
keadaan ketika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara
bersamaan yang berimplikasi terhadap pemberian jabatan pelakasana tugas
kepresidenan sementara kepada Menteri Triumvirat, kehadiran Menteri
Koordinator atau Kementerian Koordinasi berpotensi dapat menimbulkan suatu
kebingungan dan permasalahan konflik kewenangan dalam penyelenggaraan
kabinet pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini mengerucutkan pada dua
rumusan masalah, yaitu: Pertama, Bagaimana kedudukan Menteri Koordinator
dalam konsep sistem presidensial dan Peraturan Perundang-undangan di
Indonesia. Kedua, Bagaimana 'kedudukan Menteri Koordinator dalam keadaan
Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap menurut UUD NRI Tahun 1945.
Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis dengan melakukan tiga
pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan perbandingan.Temuan dalam penelitian ini
menunjukan bahwa: Pertama,  berdasarkan konsep, pengaturan, serta
implementasi praktik Menteri Koordinator yang berlaku sampai saat ini membuat
kedudukan Menteri Koordinatar seolah-seolah'menjadi ‘mini, presiden’ sehingga
bertentangan dengan prinsip-kekuasaan tunggal (single executive body) di dalam
konsep sistem presidensial di Indonesia; Kedua, kedudukan Menteri Koordinator
dalam keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap berpotensi
menciptakan problematika berupa kompleksitas komando atau ‘overlapping
command’ overladi dalam kabinet pemerintahan. Adapun saran yang diberikan
melalui penelitian ini, yakni: Pertama, mereformulasi kembali konsep,
pengaturan, tugas, dan fungsi Menteri Koordinator agar tidak menjauh dari prinsip
konsep sistem presidensial; Kedua, membentuk Undang-Undang tentang
Lembaga Kepresidenan, serta menonaktifkan seluruh jabatan Menteri Koordinator
dari jabatannya pada keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.
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